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LAPORAN  LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  TAHUN 2015 

 

 

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik  

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Perindustrian telah melakukan hal-hal sebagai 

berikut:  

¶ Menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat. 
 

¶ Menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Unit Pendidikan di 

Daerah untuk menunjuk pengemban fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi 

pada unit kerjanya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah 

melalui Keputusan Menteri Perindustrian  Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian 

Perindustrian. Sampai saat ini sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit kerja di 

lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk PPID. 
 

¶ Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang 

Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk 

kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan 

Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana. 
 

¶ Menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/Kep/1/2012 tentang 

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian, untuk memberikan 

masukan  dan  pertimbangan  kepada  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik. 
 

¶ Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/5/2014 tentang 

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Perindustrian untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan layanan informasi publik 

di lingkungan Kementerian Perindustrian. 
 

¶ Menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Nomor 227 tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang 

Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka melaksanakan 

kewajiban layanan informasi publik. 
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2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

2.1 Sarana dan Prasarana 

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Kementerian 

Perindustrian telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik sejak bulan Oktober 

tahun 2011 di lantai dasar gedung Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav 52-

53 Jakarta Selatan. Desk Layanan Informasi ini dilengkapi meja (2 unit), kursi (5 unit), 

telepon (1 unit), perangkat komputer (1 unit), printer, dan kotak saran (masing - masing 

1 unit). 

           

Gambar 1. Desk Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian 

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga telah mengembangkan sistem layanan 

informasi publik melalui website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id) 

yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat Undang - Undang 

Keterbukaan Informasi Publik. Jenis informasi yang dimuat di Website meliputi : 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:  

¶ Profil Kemenperin; 

¶ Program/Kegiatan Kemenperin; 

¶ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Kemenperin; 

¶ Informasi Penerimaan CPNS Kemenperin; 

¶ Informasi Penerimaan Calon Peserta Didik di Lingkungan Sekolah/Perguruan Tinggi 

Kemenperin; 

¶ Agenda Penting Kemenperin; 

¶ Dokumen kinerja; 

¶ Laporan keuangan; 
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¶ Laporan Barang Milik Negara; 

¶ Laporan Akses Informasi Publik; 

¶ Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik); 

¶ Tata cara memperoleh informasi publik, cara pengajuan keberatan, dan proses 

penyelesaian sengketa; 

¶ Mekanisme Pengaduan Masyarakat; 

¶ Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

¶ SOP Pencegahan-Penanggulangan Kebakaran Gedung Kemenperin. 

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat: 

¶ Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan terkait Industri; 

¶ Informasi tentang administrasi, kepegawaian, dan keuangan; 

¶ Pengumuman pengadaan barang dan jasa; 

¶ Agenda Kegiatan Pimpinan Kemenperin; 

¶ Hasil Penelitian Kemenperin; 

¶ Pidato/sambutan Menperin/Eselon I; 

¶ Pameran yang Difasilitasi Kementerian Perindustrian; 

¶ Tata cara memperoleh informasi publik, cara pengajuan keberatan, dan proses 

penyelesaian sengketa; 

¶ Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Gedung Kemenperin; dan 

¶ Informasi Setiap Saat lainnya, antara lain: 

ҍ Renstra 2010 - 2014; 

ҍ Jurnal riset 2010-2011; 

ҍ RKA-KL 2012; 

ҍ DIPA Kemenperin TA 2012, 2013 dan 2014; dan lainnya. 

 

2.2 Sumber Daya Manusia 

Untuk melayani masyarakat, Desk Layanan Informasi Publik telah menempatkan dua 

orang petugas informasi, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Penghubung 

Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Tim 

Penghubung ini beranggotakan wakil dari setiap unit Eselon II yang tugasnya 

menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Kemenperin 

sesuai lingkup tugas masing-masing.  
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Gambar 2. Petugas Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian 

  

2.3 Anggaran 

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID 

sebesar Rp 585.043.000  yang dibebankan pada anggaran Pusat Komunikasi Publik, 

Kementerian Perindustrian. Pada Tahun 2015 anggaran tersebut digunakan untuk:  

A. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;  

B. Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet), yaitu: 

Booklet: 

ҍ Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 Tahun 2011 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian, 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola 

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan 

Keputusan Menteri Perindustrian No. 33 Tahun 2012 tentang Tim Pertimbangan 

Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian; 

ҍ UU Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 

ҍ Daftar Informasi Publik di Kementerian Perindustrian Tahun 2015. 

Leaflet: 

ҍ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 

ҍ Tata Cara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi. 

C. Rapat Koordinasi PPID Pusat dan Daerah : 

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian 

Perindustrian diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 8 April 2015 di Balai Besar Tekstil 

Bandung dengan total peserta 96 orang. Peserta Rapat koordinasi ini adalah para 
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pejabat yang khusus menangani pelayanan informasi publik di Unit Kerja Eselon II 

Pusat serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di 

lingkungan Kementerian Perindustrian (Balai Besar Industri, Baristand Industri, Balai 

Diklat Industri, dan Unit Pendidikan/Sekolah). 

Pembicara/narasumber yang hadir pada kegiatan Rapat Koordinasi sebagai berikut : 

- Ibu Henny S. Widyaningsih (Komisioner Komisi Informasi Pusat); 

- Bapak Hartono (Kepala Pusat Komunikasi Publik); 

- Ibu Ni Nyoman Ambareny (Kepala Bidang Informasi Pelayanan Publik); 

- Bapak Bimo Arianto Pinandito (Kasubid Layanan Publik); 

- Bapak Teguh Adhi Arianto (Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi); 

- Bapak Toga Marhusa S (Kepala Seksi Pengembangan Jasa Teknik); 

- Bapak R. B Seno Wulung (Pembantu Direktur I, Politeknik ATK Yogyakarta). 

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Kementerian Perindustrian Tahun 2015 bermaksud menyamakan persepsi antara 

PPID Pusat dan Daerah terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dan 

permasalahan yang dihadapi. Sedangkan tujuan diselenggarakannya Rapat 

Koordinasi ini yaitu mengkoordinasikan kegiatan PPID Pusat sekaligus PPID Daerah 

dan mensosialisasikan kebijakan baru terkait Layanan Informasi Publik. 

Pada kesempatan ini juga disosialisasikan tentang penilaian keterbukaan informasi 

publik unit kerja daerah, dan simulasi pengisian kuesioner penilaian keterbukaan 

informasi publik unit kerja daerah. Selain itu juga dihimbau kepada unit kerja 

daerah untuk dapat  menyiapkan konten website di unit kerjanya masing ς masing 

di sesuaikan dengan website Kementerian Perindustrian dalam rangka penilaian 

keterbukaan informasi publik. 

 

Gambar 3. Konsinyering PPID Kemenperin, Bandung, 7-8 April 2015 
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D. Rapat Penetapan Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian : 

Setiap tahunnya, PPID Pusat Kementerian Perindustrian bertugas menyusun Daftar 

Informasi Yang Dikecualikan. Pada tahun 2015, Pusat Komunikasi Publik 

mengadakan kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan. Pada tahap sebelum 

pengujian informasi, Pusat Komunikasi Publik menyampaikan surat kepada seluruh 

Unit Kerja Pusat dan Daerah untuk menyampaikan daftar informasi publik yang 

dikecualikan sesuai ruang lingkup tugas masing - masing. Setelah terkumpul daftar 

informasi yang akan dikecualikan, Pusat Komunikasi Publik mengadakan rapat 

dengan mengundang seluruh satker pusat dan daerah. Hasil rapat tersebut 

dituangkan dalam berita acara uji konsekuensi, dan kemudian ditetapkan dalam 

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal. Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan 

dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat Biro Umum 

Gedung Kementerian Perindustrian dengan peserta berasal dari unit kerja pusat dan 

perwakilan unit kerja daerah yang terdapat di Jakarta, Bogor, Bandung, dan 

Surabaya. Berdasarkan keputusan rapat, diperoleh 24 jenis informasi yang 

dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang telah ditetapkan dalam 

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 227/SJ-IND/Kep/10/2015 tentang Daftar 

Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

E. Melakukan monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kepada Unit Kerja Daerah 

(UPT dan Unit Pendidikan) :  

Tujuan monev adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan 

pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Daerah dan mengumpulkan bahan 

penyusunan daftar informasi publik yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 

bahan masukan perencanaan kegiatan PPID tahun mendatang. Dari hasil Monev 

tersebut, diketahui bahwa PPID Daerah telah melaksanakan layanan informasi 

publik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan UU No 14 tahun 

2008. Disamping itu, dalam melaksanakan tugasnya, PPID Daerah telah memahami 

jenisςjenis informasi yang harus dikelola. Selain memberikan layanan informasi, 

PPID Daerah juga melakukan sosialisasi dan promosi hasil Litbang, mengikuti 

pameran pendidikan, dan lain-lain. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi 

saat ini adalah, terbatasnya SDM dan rendahnya kompetensi SDM di masingς

masing PPID Daerah. 

F. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja Daerah : 

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Keterbukaan Inofrmasi Publik sesuai 

dengan UU No. 14 Tahun 2008 pada masing ς masing Unit Kerja Daerah, PPID Pusat 

menyelenggarakan Penilaian dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada 
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Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian 

Perindustrian. Penilaian Keterbukaan Informasi PPID Daerah ini didasarkan pada 

mekanisme penilaian keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh Komisi 

Informasi Pusat dengan sebelumnya telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan 

kondisi Satuan Kerja Daerah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Kriteria 

penilaian didasarkan pada Pengelolaan Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala; Pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat; 

Pengelolaan informasi serta merta; dan Kualitas layanan informasi. Penilaian 

dilakukan satu kali dalam satu tahun, mengingat penilaian keterbukaan informasi 

baru pertama kali dilakukan, penilaian hanya fokus pada ketersediaan informasi 

(ada/tidak), sedangkan kualitas informasi belum menjadi dasar pertimbangan dalam 

memberikan penilaian. Instrumen yang digunakan untuk membantu proses 

penilaian adalah kuesioner dengan materi yang didasarkan pada penilaian Komisi 

Informasi Pusat, kuesioner yang digunakan untuk masing-masing tahapan adalah 

sama hanya mekanisme pengisian yang berbeda. Untuk mendapatkan hasil yang 

presisif sesuai dengan implementasi Keterbukaan Informasi  yang dilakukan oleh 

Unit Kerja Daerah, PPID Pusat melakukan 2 (dua) tahapan penilaian yaitu melalui 

pengisian kuesioner dengan bobot 60% dan Visitasi dengan bobot 40%. Hasil dari 

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015 diperoleh peringkat pertama I 

diraih oleh Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung, peringkat II diraih Balai Besar Kulit, 

Karet dan Plastik Yogyakarta, terakhir peringkat III diraih Balai Diklat Industri 

Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pemberian Plakat dan Piagam penghargaan kepada Peringkat Terbaik I, II, III       
Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 
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3. Rincian Pelayanan Informasi Publik 

3.1 Permintaan Informasi Publik Melalui Website Kemenperin 

Untuk mengajukan permohonan informasi publik di Kemenperin, dapat dilakukan 

dengan mengisi form yang ada di website Kementerian Perindustrian 

(www.kemenperin.go.id/contact). Sejak Januari hingga Desember tahun 2015, Pusat 

Komunikasi Publik melalui website Kementerian Perindustrian 

(www.kemenperin.go.id) telah menerima permintaan Informasi dari masyarakat 

sebanyak 1726, dengan rata-rata waktu menjawab 2 hari. 

                                                      

Gambar 5. Formulir permintaan informasi publik dan daftar permintaan informasi publik 
di Website Kemenperin 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui website (Januari ς Desember 2015) 

Bulan 
Jumlah 

Pemohon 

Waktu 
Rata-Rata 
Menjawab 

(hari) 

Jumlah Permintaan  Alasan Penolakan 

Keterangan 
Dipenuhi Ditolak Dikecualikan 

Belum 
Dikuasai 

Lainnya 

  Januari 151 0,9 151 0 - - - - 

Februari 111 1,1 111 0 - - - - 

Maret 189 1 189 0 - - - - 

April 174 1,2 174 0 - - - - 

Mei 119 1,1 119 0 - - - - 

Juni 138 1,3 138 0 - - - - 

Juli 118 0,7 118 0 - - - - 

Agustus 120 1,7 120 0 - - - - 

September 158 1,5 158 0 - - - - 

Oktober 179 6,9 179 0 - - - - 

November 149 2,7 149 0 - - - - 

Desember 120 2,1 120 0 - - - - 

Jumlah 1726 1,85 1726 0 - - -  

http://www.kemenperin.go.id/contact


Laporan PPID Kementerian Perindustrian 2015 9 

        

Gambar 6. Jumlah Permintaan Informasi Publik melalui website (Januari ς Desember 2015) 

 

 

       

Gambar 7. Waktu rataςrata menjawab Permintaan Informasi Publik melalui website 

(Januari ς Desember 2015) 
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3.2 Permintaan Informasi Publik Dengan Datang Langsung 

Selain permintaan informasi melalui website Kemenperin, PPID Pusat Kementerian 

Perindustrian juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang 

langsung ke Desk Layanan Informasi Publik. Hasil rekapitulasi selama bulan Januari 

hingga akhir Desember 2015 berjumlah 135 permintaan informasi dengan rincian 

seperti pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dengan Datang Langsung  

(Januari ς Desember  2015) 

Bulan 
Jumlah 

Pemohon 

Jumlah Permintaan  Alasan Penolakan 

Keterangan 
Dipenuhi Ditolak 

Dikecuali
kan 

Belum 
Dikuasai 

Lainnya 

Januari 9 9 0 - - - - 

Februari 7 7 0 - - - - 

Maret 36 35 1 - 1 - - 

April 17 16 1 - 1 - - 

Mei 7 7 0 - - - - 

Juni 8 8 0 - - - - 

Juli 6 6 0 - - - - 

Agustus 15 15 0 - - - - 

September 4 4 0 - - - - 

Oktober 7 7 0 - - - - 

November 12 11 1 1 - - - 

Desember 7 7 0 - - - - 

Jumlah 135 132 3 1 2 -  

 

 

       

Gambar 8. Jumlah Permintaan Informasi Publik dengan Datang Langsung (Januari ς Desember 2015) 
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3.3 Permintaan Informasi Publik melalui Surat 

1) Konsultan Lencana 

Pada tanggal 3 Februari 2015 Konsultan Lencana menyampaikan permintaan 

informasi publik: 

(a) Nama, Jabatan, Alamat & Telp Kantor : Menteri Perindustrian RI 

(b) Nama, Jabatan, Alamat & Telp Kantor : Staf Ahli/Staf Khusus Menteri 

Perindustrian RI 

(c) Nama, Jabatan, Alamat & Telp Kantor : Pejabat Eselon I dan II Kementerian 

Perindustrian RI 

Permintaan informasi tersebut telah dipenuhi melalui surat PPID Pusat 

Kemenperin No. 173/SJ-IND.8/2/2015, tanggal 13 Februari 2015. 

2) LSM Pemantau Anggaran Pembangunan & Pelelangan 

Pada tanggal 26 Agustus 2015 PPID menerima surat dari LSM Pemantau Anggaran 

Pembangunan & Pelelangan tertanggal 24 Agustus 2015 perihal klarifikasi surat 

rekomendasi : 

(a) Berapa banyak Surat Rekomendasi Kendaraan Bermotor Bekas, (Mesin bukan 

baru) yang telah diimpor, selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh 

Direktur Industri Alat Transportasi Darat (Ir. Soerjono, MM)  

(b) Surat Rekomendasi tersebut yang sudah diselesaikan 

(c) Nama-nama perusahaan yang sudah selesai Surat Rekomendasinya 

diterbitkan oleh Direktur Industri Alat Transportasi Darat (Ir. Soerjono, MM). 

(d) Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi tersebut dipungut biaya untuk 1 

(satu) unit Kendaraan Bermotor Bekas mencapai sebesar Rp. 10.000.000,- s/d 

Rp. 15.000.000,-. Apakah biaya Surat Rekomendasi tersebut disetor ke Kas 

Negara? 

Pada tanggal 10 September 2015 PPID Kemenperin telah menjawab permohonan 

informasi publik tersebut melalui surat PPID Kemenperin No. 1099/SJ-

IND.8/9/2015 dengan jawaban sebagai berikut: 

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 7 butir (1) mengamanatkan Badan Publik wajib menyediakan, 

memberikan/menerbitkan informasi publik yang berada dibawah 

kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang 

dikecualikan. 

(2) Ketentuan penerbitan Surat Rekomendasi Kendaraan Bekas (Bukan Baru) 

mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 75/M-

DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dan 
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Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 09/M-IND/PER/2/2014 tentang 

Ketentuan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru. 

(3) Data penerbitan Surat Rekomendasi Kendaraan Bermotor Bukan Baru (KB3) 

yang dikeluarkan olek Direktorat Industri Alat Transportasi Darat dan tercatat 

di Unit Pelayanan Publik antara tahun 2012-2013, terlampir. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 75/M-DAG/PER/12/2013 Pasal 1 yang 

berlaku mulai 1 Januari 2014 menegaskan bahwa Barang Modal Bukan Baru 

yang boleh diimpor hanya untuk industri remanufakturing alat berat. 

(4) Penerbitan rekomendasi/pertimbangan teknis pada Kementerian 

Perindustrian tidak dikenakan biaya dan pemohon dapat menulusuri proses 

rekomendasi/pertimbangan teknis baik secara online maupun melalui Call 

Center Unit Pelayanan Publik (021-5229585). 

 

4. Pelaksanaan Layanan Informasi PPID Daerah 

Selain PPID Pusat, Kementerian Perindustrian juga memiliki PPID Daerah yang berada di 

lingkungan Unit Kerja Daerah, dan telah melaksanakan kegiatan layanan informasi publik 

tahun 2015 seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Berikut rincian permintaan/permohonan informasi publik di lingkungan 

PPID Daerah : 

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik di PPID Daerah  

(Januari ς Desember  2015) 

No Unit Kerja Daerah 
Jumlah 

Permintaan dan 
Permohonan  

Jumlah Permintaan  Alasan Penolakan 

Dipenuhi Ditolak 
Dikecua

likan 
Belum 

dikuasai 
Lainnya 

1 SMAK Makassar 450 450 - - - - 

2 SMK SMAK Padang 1194 1194 - - - - 

3 ATI Makassar 781 781 - - - - 

4 Politeknik APP 1840 1840 - - - - 

5 ATK Yogyakarta 192 192 - - - - 

6 SMTI Padang 181 181 - - - - 

7 Politeknik AKA Bogor - -     

8 
Politeknik Teknologi Kimia Industri 
Medan 

1 1 - - - - 

9 SMK SMTI Bandar Lampung - - - - - - 

10 SMAK Bogor - - - - - - 

11 SMTI Makassar 189 189 - - - - 

12 SMK SMTI Yogyakarta 1079 1079 - - - - 

13 ATI Padang - - - - - - 

14 STTT Bandung 
      

15 Balai Besar Kerajinan Batik 6 6 - - - - 

16 Balai Besar Logam dan Mesin - - - - - - 

17 Balai Besar Keramik 738 738 - - - - 

18 Balai Besar Pulp dan Kertas 5 5 - - - - 

19 Balai Besar Industri Agro 1711 1711 - - - - 

20 
Balai Besar Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri (BBTPPI) 

306 306 - - - - 
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No Unit Kerja Daerah 
Jumlah 

Permintaan dan 
Permohonan  

Jumlah Permintaan  Alasan Penolakan 

Dipenuhi Ditolak 
Dikecua

likan 
Belum 

dikuasai 
Lainnya 

21 
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 
(BBKKP) 

1436 1436 - - - - 

22 Balai Besar Tekstil 251 251 - - - - 

23 Balai Besar Kimia dan Kemasan 1339 1339 - - - - 

24 
Balai Besar Bahan dan Barang 
Teknik (B4T) 

120 120 - - - - 

25 BBIHP Makassar 4154 4154 - - - - 

26 Balai Sertifikasi Industri 611 398 183 - 183 - 

27 Baristand Industri Pontianak - - - - - - 

28 Baristand Industri Manado 16 16 - - - - 

29 Baristand Industri Banda Aceh 252 252 - - - - 

30 Baristand Industri Padang 1927 1927 - - - - 

31 Baristand Samarinda 625 625 - - - - 

32 Baristand Bandar Lampung 264 264 - - - - 

33 Baristand Medan 9 9 - - - - 

34 Baristand Industri Surabaya 301 301 - - - - 

35 Baristand Industri Ambon 600 541 59 
 

59 
 

36 Baristand Industri Banjarbaru 6427 6427 - - - - 

37 Baristand Palembang 75 75 - - - - 

38 BDI Makassar 89 73 16 - 16 - 

39 BDI Medan - - - - - - 

40 BDI Denpasar 510 510 - - - - 

41 BDI Yogyakarta 304 304 - - - - 

42 BDI Jakarta 100 100 - - - - 

43 BDI Padang 1022 983 39 
 

39 
 

Jumlah 29105 28778 297 - 297 - 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Daerah, kendala yang dihadapi dalam pelayanan 

informasi publik dapat dikelompokan sesuai urutan permasalahan terbanyak yaitu : 

keterbatasan penyediaan sarana/prasarana; belum tersedianya SDM yang khusus 

melaksanakan layanan informasi; Pelaksanaan layanan informasi publik belum maksimal 

karena belum memahami UU 14 Tahun 2008 secara keseluruhan; belum adanya lokalisasi 

anggaran; kurangnya koordinasi dari setiap unit kerja; Pemohon/masyarakat yang kurang 

memahami adanya UU 14 Tahun 2008; belum adanya standar layanan informasi. 

      

Gambar 8. kendala yang dihadapi (Januari ς Desember 2015) 
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5. Kendala Pelayanan Informasi Publik 

¶ Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa Unit Kerja pusat dan daerah untuk 

mendukung kegiatan layanan informasi publik; 

¶ Belum dikelolanya informasi publik secara baik; 

¶ Belum optimalnya koordinasi antar Unit Kerja pusat dan daerah dalam mendukung 

kelancaran pelayanan informasi publik. 

 

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Informasi 

Upaya Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian selaku PPID Pusat dalam 

meningkatkan pelayanan informasi publik, antara lain sebagai berikut :  

¶ Meningkatkan kualitas sarana/prasarana dan sistem informasi untuk mendukung 

kecepatan pemberian layanan informasi publik; 

¶ Rapat Koordinasi PPID di lingkungan Kemenperin; 

¶ Pembuatan Publikasi terkait layanan informasi publik; 

¶ Penyempurnaan Peraturan-Peraturan Kemenperin terkait layanan informasi publik; 

¶ Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Kemenperin pusat dan satker daerah; 

¶ Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala; dan 

¶ Melaksanakan penilaian Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja Daerah setiap tahun. 
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7. Prestasi Kementerian Perindustrian Tahun 2015 dalam Pelayanan Informasi Publik 

Selama tahun 2015, PPID Pusat Kemenperin berhasil meraih penghargaan Badan Publik 

Pusat terbaik ke-3 dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan 

oleh Komisi Informasi Pusat. Tropi diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada 

Menteri Perindustrian Saleh Husin pada tanggal 15 Desember 2015 di Istana Negara, 

Jakarta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        Gambar 9. Pemberian penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 

 
 

8.   Penutup 

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pusat 

Kementerian Perindustrian maupun PPID Daerah sepanjang tahun 2015. Dari kinerja 

layanan informasi publik tahun 2015, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan layanan 

informasi sudah berjalan cukup baik, sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang 

perlu diselesaikan pada tahun 2016. 

 


